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PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR (I TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E&A
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang
berimplikasi terhadap perubahan pejabat pengelola
keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan,
maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016
perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
t Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



Menetapkan

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014
Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI. TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal |
Ketentuan Lampiran [ Bab | huruf B angka 15 Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 50) diubah, sehingga
Lampiran I Bab I huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. PENGERTIAN - PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
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disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan Daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyali
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah, yang dijabat oleh
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD).

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD,
meliputi para Pejabat Struktural Eselon III pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,
Badan dan Dinas dan Kepala Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama pada Dinas Kesehatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejabat eselon IV pada SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil non
struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD,
diutamakan golongan III yang memiliki sertifikat
bendaharawan/sejenisnya.

Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil
non struktural yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD, diutamakan golongan IIl yang memiliki sertifikat
bendaharawan/sejenisnya.

Pejabat = Penatausahaan Keuangan SKPD yang
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selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
(untuk Inspektorat, Badan dan Dinas adalah Sekretaris
atau paling rendah Kepala Subbagian yang
membidangi, untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD adalah Kepala Bagian Keuangan atau paling
rendah Kepala Subbagian yang membidangi, untuk
Kantor adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk
Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan, untuk
Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan).

Entitas  Pelaporan adalah  Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat
perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai
kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Rencana APBD.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah  yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung  seluruh  penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari
rekening kas umum Daerah yang mengurangi equitas
dana lancar dalam periode -tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
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pelaporan.

Sisa Kurang Pembiayaan yang selanjutnya disingkat
SIKPA adalah selisih kurang antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode pelaporan

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran SKPD  yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
PA.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan. .

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk  melaksanakan  kegiatan  sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di
singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
UP adalah dekumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung .

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti
uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu  untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung .

SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang
dan jasa adalah dokumen vyang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan
jumlah, penerimaan, peruntukan dan  waktu
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pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK. .

SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan
yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran
gaji dan tunjangan adalah dokumen yang di ajukan
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah,
penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran
tertentu.

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS
PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PPKD dengan
jumlah penerimaan, peruntukan dan  waktu
pembayaran tertentu

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas
beban  pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan. )

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.’

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang

*
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kewenangan penggunaan Barang dan/jasa milik
Daerah di masing-masing SKPD. N
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat
ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat
pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk
untuk melaksanakan Pengadaan langsung,
Penunjukan langsung dan e-purchasing.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau/orang
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi,dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau perbuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan pengadaan barang. "

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari
pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, ketrampilan,
dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan
serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah
tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang
pengadaan barang/jasa.
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Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para
pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana
swakelola. ’

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia
barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya untuk
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia
yang mampu -melaksanakan diyakini terbatas dan
untuk pekerjaan yang kompleks. ¥

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan
penyedia barang/jasa lainya untuk pekerjaan yang
bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia
pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai
paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa
konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi
syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia
jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa
yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan
inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan-berdasarkan harga satuan.

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak
mempunyal harga pasar dan yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung
1 (satu) penyedia barang/jasa.

Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa
langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui
pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi
kriteria usaha ‘mikro sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro,
kecil dan menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang



T

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang
mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan,
dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan
oleh ‘Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Pokja ULP
untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia
Barang/jasa.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi,
menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang
undangan. :
Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  yang
selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja SKPD
yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar
pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan.

Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai penyedia barang/jasa.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).
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pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
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